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BAB 

1 
 

Ruddy Heavent. AR, dan Farizwan Tami 

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung 

 

Tuhan menciptakan manusia dari segumpal tanah, hidup dan 

tumbuh di bumi, dan menjadikan bumi dan isi-Nya menjadi harta 

yang sangat berharga, baik secara agama maupun ekonomi. Tanah 

merupakan peran penting dalam kehidupan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan kehidupan, jadi tidak mengherankan bahwa 

banyak orang ingin memiliki sebidang tanah, yang menyebabkan 

masalah pertanahan dan sering menyebabkan perselisihan. 

Penyebab terjadinya sertifikat ganda bisa dikarenakan adanya 

unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan 

administrasi baik secara internal maupun eksternal. Secara teoritis 

penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua cara, 

yakni dengan melalui jalur pengadilan (Litigasi) dan diluar jalur 

peradilan (Non Litigasi). Adapun hasil dari penelitian ini adalah 

masalah yang dimulai dari pihak pertama dan pihak kedua untuk 

menjual tanah, pihak pertama sebagai pemilik tanah dan pihak 

kedua sebagai pembeli tanah. Sebagian dari tanah tersebut masih 

diatas bidang tanah pihak pertama. Sehingga dapat diambil jalur 

penyelesaian yang tepat adalah jalur diluar pengadilan yaitu 

dengan melalui proses mediasi, tujuan dari pada penyelesaian 

sengketa melalui mediasi ini adalah dapat dilakukan secara efektif 

dan efisien, dengan biaya yang relatif murah, serta waktu yang 

singkat. 

 

PROSEDUR PENYELESAIAN 

SENGKETA OVERLAPPING 

SERTIFIKAT HAK MILIK 

ATAS TANAH OLEH BPN 
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Imam Riyadi, Dzikril Hakim dan Leri Laspigo 

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung 

 

Sengketa lahan yang terjadi di Tulang bawang Barat ini didasari 

atas lahan seluas 1.470 hektare yang di dalamnya warga Kampung 

Migran Bandar Dewa yang masuk dalam HGU PT HIM membayar 

ganti rugi atas lahan yang termasuk dalam konsesi PT HIM. Proses 

yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Provinsi Lampung 

melibatkan tim investigasi yang mencari kebenaran secara terlacak, 

melakukan mediasi langsung dengan lima generasi warga, 

memastikan rezeki ekonomi warga Bandar Dewa, dan bekerja sama 

dengan pihak kepolisian. Memberikan nasihat kepada pemerintah 

daerah dan memberikan saran dan rekomendasi untuk mediasi dan 

penyelesaian litigasi. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Provinsi Lampung tersebut meliputi pembentukan 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan perkara sengketa 

pertanahan, memfasilitasi mediasi para pihak, serta memberikan 

nasehat dan saran kepada warga dan PT mengenai cara 

penyelesaian perkara hukum. pertemuan dengan Masyarakat. 

Permasalahan pemetaan dan upaya yang dilakukan oleh BPN dan 

Disnakertrans dalam menangani sengketa pertanahan nampaknya 

cukup efektif dalam menangani sengketa pertanahan yang timbul, 

dan hingga saat ini sengketa pertanahan masih belum terselesaikan. 

Temuan ini dapat memberikan wawasan penting bagi pihak terkait, 

termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam 

PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PERTANAHAN MELALUI 

MEKANISME MEDIASI DI 

KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT 
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BAB 
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Neni Kusuma Dewi dan Marito Yolanda Tampubolon 

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung 

 

Sengketa pertanahan yang kerap terjadi di masyaraka salah satunya 

yaitu tumpang tindih lahan atau overlapping. Seperti kasus yang 

terjadi di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bahwa penggugat telah 

mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 

tanggal 26 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 

36/G/2021/PTUN-BL mengemukakan alasan-alasan yang pada 

intinya 16 dari 44 Sertifikat tumpang tindih atau overlapping. 

Dimana bahwa tergugat telah menerbitkan suatu keputusan Tata 

Usaha Negara, yaitu berupa terbitnya 44 (empat puluh empat) 

Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas kurang lebih 712.016 m2 di 

Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya overlapping di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui 

prosedur atau langkah yang dilakukan dalam penyelesaian 

sengketa tanah overlapping di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Selatan. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor 

penyebab overlapping yaitu adanya kelalaian petugas pengukuran 

oleh Pihak Kantor Pertanahan serta kurangnya kesadaran 

masyarakat khususnya pemilik tanah untuk memanfaatkan dan 

menggunakan tanahnya sesuai tujuan pemberian haknya, serta 

PENYELESAIAN SENGKETA 

TUMPANG TINDIH LAHAN 

(OVERLAPPING) (STUDI 

PUTUSAN NOMOR 

36/G/2021/PTUN-BL) 
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Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah 

yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, 

pendidikan, dan sosial adalah Hak Milik. Pihak yang mewakafkan 

tanah disebut wakif, sedangkan pihak yang diserahi tanah wakaf 

disebut nadzir. Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta 

Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Wakaf sebagai tanda bukti 

haknya. Kemudian dari pada itu penelitian ini bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan dari tanah wakaf serta menganalisis 

yang tertera pada Putusan No 456 K/AG/2007 

 

A. Pendahuluan 

Tanah wakaf adalah tanah yang dimiliki oleh wakif (si 

pemberi wakaf) dalam kurun waktu tertentu atau selamanya 

dengan fungsi yang dimaksudkan si wakif untuk diberikan oleh 

penerima guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. Jika merujuk pada tanah wakaf, tanah tersebut 

biasanya diserahkan untuk membangun tempat ibadah atau 

ANALISIS PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH WAKAF 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 

K/AG/2007) 
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Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana peran hukum 

agraria dalam menanggapi kasus perebutan tanah dengan 

menghubungkan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria 

(UUPA). Hukum agraria yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (3) 

untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam arti kebangsaan, 

kesejahteraan hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur. Bagaimana UUPA berfungsi sebagai payung hukum atau 

payung undang-undang dari undang-undang lain yang mengatur 

pertanian dan ketenagakerjaan. Dalam kajian penelitian ini, penulis 

membahas tentang penerapan hukum agraria dalam pembangunan 

tanah hutan, sebagaimana tercantum dalam ayat 46 (1), yang 

mengacu pada hak untuk mengembangkan tanah dan memanen 

hutan hanya sepanjang digunakan oleh warga negara Indonesia. 

dan diatur oleh pemerintah. Sebaliknya, ayat (2) menggunakan hak 

untuk meneliti hasil tanah secara transparan, mengingat hak untuk 

melakukan hal tersebut berasal dari tanah itu sendiri. Dari 

penjelasan di atas terlihat bahwa Tanah Negara dalam UUPA dapat 

diperebutkan dan dianut oleh masyarakat setempat. 
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Tanah merupakan salah satu elemen terpenting dalam 

kelangsungan hidup manusia, maka dari itu tanah mestinya 

diusahakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar- 

besarnya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa 

semangat pemberian kualitas kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas 

tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Namun, 

seringkali timbul konflik norma atas asas pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. 

Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah, masyarakat adat merupakan salah satu yang 

berhak menerima ganti kerugian atas adanya pengadaan tanah. 

Namun, tidak ada aturan spesifik mengenai mekanisme pemberian 

ganti kerugiannya. Artikel ilmiah ini akan mencoba menganalisis 

secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) mengenai mekanisme ganti rugi atas penyelesaian 

sengketa konflik norma antara asas pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dan hak masyarakat adat. 

 

  

TINJAUAN HUKUM ATAS 

SENGKETA TANAH ADAT 

DENGAN PENGADAAN TANAH 

UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam 

pemberantasan mafia tanah dengan fokus pada aspek-aspek 

hukum, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama lintas 

sektoral. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian 

menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan upaya pemberantasan ini. Selain itu, penelitian 

juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan 

pemberantasan mafia tanah dan memberikan dasar untuk 

perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan. 

 

A. Pendahuluan 

Pemberantasan mafia tanah merupakan suatu langkah 

yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan 

dalam pemanfaatan tanah. Tanah sebagai salah satu sumber 

daya alam yang strategis harus dikelola dengan baik demi 

kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan yang 

KEBIJAKAN DAN PENCEGAHAN  

DALAM PEMBERANTASAN 

MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA 

BERSAMA PEMERINTAH DAN 

MASYARAKAT 
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Yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  dalam  

bidang  agraria dalam keseluruhan  norma-norma  hukum  baik  

tertulis  maupun  tidak tertulis merupakan sebagian pengertian dari 

Hukum Agraria. Sengketa  tanah  tidak  dapat  dihindari  di  zaman  

sekarang,  selain disebabkan  karena  oknum  penegak  hukum  yang  

lemah  juga  disebabkan  oleh  berbagai kebutuhan tanah  yang  

sangat  tinggi  di  zaman  sekarang  sementara  jumlah  bidang  tanah  

yang terbatas.  Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan  

yang sangat penting karena dalam  kenyataan akan  berhubungan  

selama-lamanya  antara  manusia  dengan  tanah.  Dalam  hal  ini  

dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah 

sangatlah erat karena tanah merupakan modal  hidup  dari  

manusia.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  oknum  yang  

memanfaatkan kondisi  dimana  adanya  kelemahan  penegak  

hukum  sehingga  terjadilah  peningkatan  pada sejumlah  sengketa  

tanah.  Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  memiliki  beberapa  

proses  penyelesaian  yang dapat dilakukan antara lain, melalui 

pengadilan hingga mediasi.  

 

A. Pendahuluan 

Hukum  agraria  merupakan  keseluruhan  norma-norma  

hukum  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis  yang  mengatur  

hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  dalam  bidang  

PENYELESAIAN SENGKETA 

TANAH DALAM HUKUM 

AGRARIA DI INDONESIA 
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Kasus yang akan kami angkat kali ini adalah kasus terkait dengan sengketa 

tanah yang ada di Cakung, Jakarta Timur, yang memuat hubungan antara 

PT. SALVE VERITATE dan ABDUL HALIM  yaitu orang yang 

mempunyai akta otentik atas nama tanah adat yang dimilikinya selama 10 

tahun. 

Sengketa pertanahan sendiri sudah ada sejak jaman penjajahan yang 

dilakukan oleh Belanda dan pada masa tersebut Indonesia mengikuti 

peraturan yang dibuat oleh mereka. Dimana dalam Undang Undang yang 

mereka buat disebutkan bahwa tanah yang diklaim oleh Belanda hanya 

untuk Perusahaan yang akan didirikan oleh Belanda, warga Indonesia 

dilarang untuk melakukan hal tersebut ataupun melaksanakan hak kita 

pada saat itu. Sebab hal itu kita belum mempunyai peraturan mengenai 

urusan ketentuan dari hukum agrarian. 

Awal cerita bermula dari kegiatan jual beli tanah ABDUL HALIM sebagai 

pemilik sah. Ia ingin menjual tanah tersebut kepada PT. TEMAS dengan 

nominal hingga ratusan miliar. Dari kegiatan tranksaksi tersebut, 

menjelang kesepakatan, diketahui dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) 

bahwa tanah milik ABDUL HALIM sudah memiliki sertifikat lain berupa 

SHGB (Surat Hak Guna Bangunan). 

Ketika diketahui sertifikat tersebut atas nama Perusahaan PT. SALVE 

VERITATE dan sertifikat tersebut telah didaftarkan sejak tahun 2011 

dengan 38 sertifikat, PT. SALVE VERITATE mengetahui aktivitas 

transaksi tersebut dan segera menghubungi pihak berwajib untuk 

PENYELESAIAN SENGKETA 

PEMALSUAN DOKUMEN DAN 

3(1<(52%27$1�7$1$+�2/(+�´37��

6$/9(�9(5,7$7(µ�(STUDI PUTUSAN 
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387/PID/2020/ PN. JKT TIMUR) 
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Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam 

jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 

perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Kebijakan 

pengambilalihan tanah terkait dengan pengaturan mengenai proses 

pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-

individu oleh negara dan individu-individu atau kelompok 

masyarakat lainnya. Pengambilan tanah tersebut berhubungan 

dengan penggunaan tanah yang diambil untuk tujuan 

pembangunan (jalan, perumahan, industri, kawasan perdagangan, 

dan lain-lain) serta menyangkut pengaturan kembali penggunaan, 

pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah sejalan dengan 

penatagunaan tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa 

penyebab peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha serta 

bagaimana prosedur peralihan tanah ulayat menjadi hak guna 

usaha. 

 

A. Pendahuluan 

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia 

karena kehidupan manusiasama sekali tidak dapat dipisahkan 

dari tanah atau dengan kata lain hubungan manusia dengan 

tanah merupakan hubungan yang abadi. Manusia hidup di atas 

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 

TINJAUAN YURIDIS 

PROSES PERALIHAN 

TANAH ULAYAT MENJADI 

HAK GUNA USAHA 
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Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, 

hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa tanah yang sejak 

dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat 

meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisa 

data menggunakan model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan 

sengketa yang terjadi di masyarakat bermacam-macam antara 

sengketa warisan, hibah dan jual beli tanah; faktor-faktor yang 

mengakibatkan terjadinya sengketa tanah secara umum di 

antaranya nilai ekonomis tinggi kesadaran masyarakat meningkat 

tanah tetap, penduduk bertambah kemiskinan. Penyelesaian 

sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi dua macam cara yaitu melalui melalui pengadilan (litigasi) 

dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang sering dilakukan masyarakat meliputi melibatkan 

dua atau lebih pihak yang berkepentingan (negoisasi), proses 

penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih 

memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai 

mediator (penengah) dan melibatkan lebih dari dua pihak yang 

tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari 

jalan keluar secara bersama (fasilitasi). 

 

SENGKETA KEPEMILIKAN HAK 

ATAS TANAH DI KABUPATEN 

PONOROGO DENGAN 

PENYELESAIAN MENGGUNAKAN 

JALUR MEDIASI 
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Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah Hak 

milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa 

hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat 

diganggu-gugat. Kata-kata turun²temurun berarti bahwa hak milik 

atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, 

akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan 

meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak 

atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, 

hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib 

didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas 

tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak 

dalam hal menggunakan tanahnya. 

 

A. Pendahuluan 

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang 

sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan 

berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan 

tanah pada kedudukan yang sangat penting karena merupakan 

faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Untuk 

itu pengaturan hak kepemilikkan atas tanah diatur berdasarkan 

: Negara mengatur tentang pertanahan dalam ketentuan Pasal 33 

PERMOHONAN 

PEMBATALAN 

SERTIFIKAT (NOMOR 

31/G/2023/PTUN.BL) 
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Perolehan lahan untuk pembangunan jalan umum merupakan 

kendala umum yang seringkali menimbulkan ketegangan 

masyarakat. Pembebasan dan penyitaan lahan merupakan 

penyebab umum terjadinya sengketa lahan masyarakat, yang dapat 

meningkat menjadi konfrontasi kekerasan atau hukum, dan 

penelitian ini bermaksud untuk mengkaji proses-proses tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif selain 

metodologi penelitian konseptual dan normatif yang berpusat pada 

peraturan perundang-undangan (yaitu peraturan perundang-

undangan). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, jika 

memungkinkan, para pihak harus berusaha menyelesaikan 

perbedaan mereka secara damai sebelum mengambil jalur hukum 

untuk menyelesaikan perselisihan mengenai siapa yang berhak 

memiliki tanah yang diperlukan untuk membangun jalan umum. 

Menghormati pemegang hak atas tanah melalui perlindungan 

hukum dan pemberian ganti rugi yang adil merupakan bagian 

penting dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan 

umum. Namun kenyataannya, kualitas pemegang hak seringkali 

menurun jika dibandingkan dengan statusnya sebelum hak atas 

tanah dilepaskan. 

 

PENYELESAIAN SENGKETA 

GANTI RUGI DALAM 

PENGADAAN TANAH UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kepala Staf 

Kecamatan Batu Sopang. Penyelesaian sengketa lahan antara 

pemilik perkebunan Kabupaten Batu Sopang dengan Perusahaan 

PT Tambang Kideco Jaya Agung menggunakan metode 

penyelesaian sengketa alternatif, yaitu mediasi yang dilakukan oleh 

beberapa mediator untuk mencapai kesepakatan antara kedua 

pihak. Persoalannya memuat tentang sebuah perusahaan 

pertambangan tumpang tindih lahan dan perkebunan. Metode 

pendekatan dalam proses penyusunan dokumen hukum ini adalah 

pendekatan hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan 

pendekatan hukum yang mengintegrasikan aspek hukum dan fakta 

empiris dalam analisis kebijakan dan penyelesaian masalah hukum. 

Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti empiris, data, dan 

metode ilmiah untuk memahami dan merumuskan solusi terhadap 

isu-isu hukum. Dengan menyelidiki dampak praktis dari kebijakan 

hukum, yuridis empiris memberikan kontribusi berharga dalam 

pengembangan sistem hukum yang responsif dan efektif. Industri 

pertambangan, sebagai salah satu bentuk industri pertambangan, 

menyumbang sekitar 11,2% nilai ekspor Indonesia dan sekitar 2,8% 

produk domestik bruto (PDB). Industri pertambangan menyerap 

sekitar 37.787 tenaga kerja, merupakan sumber utama penerimaan 

PENYELESAIAN SENGKETA 

TANAH ANTARA PETANI 

DENGAN PT KIDECO JAYA 

AGUNG MENGGUNAKAN 

METODE MEDIASI 
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Jual beli tanah terjadi disebabkan karena adanya perjanjian antara 

kedua pihak yaitu pihak pembeli dan juga pihak penjual yang 

menimbulkan hubungan hukum untuk melakukan hak dan 

kewajiban sehingga terjadi keterikatan manusia. jika salah satu 

pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai yang di perjanjikan 

maka bertanggung jawab atas dasar wanprestasi, dan jika 

melanggar peraturan yang berlaku maka bertanggung jawab atas 

dasar perbuatan melawan hukum. Lembaga hukum yang 

sebelumnya dikenal dengan Hukum Adat pada umumnya adalah 

Lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang masih kuno, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern, lembaga jual beli hak atas tanah mengalami 

modernisasi dan penyesuaian, tanpa mengubah hakikatnya sebagai 

perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dengan pembayaran 

harganya secara tunai, dan sifat serta akhlaknya sebagai suatu 

perbuatan yang nyata dan jelas. Perubahan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembuktian dalam perbuatan hukum 

dilaksanakan menurut hukum adat, bersifat umum, terbatas, 

personal dan territorial Dalam lingkupnya, penjual sendiri cukup 

membuat akta dan diketahui oleh Kepala Desa. Rata-rata hak jual 

atas tanah menurut Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Perubahan dalam prosedur ini 

tidak tidak meniadakan ketentuan hukum adat yang mengatur 

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM 

JUAL BELI TANAH DI BAWAH 

TANGAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 

TENTANG PERATURAN DASAR 

POKOK AGRARIA DI INDONESIA 
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Penyelesaian sengketa tanah dalam pengadaan proyek jalan tol 

adalah proses krusial yang memerlukan pendekatan yang 

terstruktur dan berkesinambungan. Artikel ini membahas berbagai 

strategi penyelesaian mulai dari negosiasi antara pihak terlibat 

hingga mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui jalur 

pengadilan. Tinjauan tersebut melibatkan aspek-aspek kunci, 

seperti perlindungan hak individu, kepentingan publik, serta upaya 

mempertahankan keadilan dalam konteks pengadaan infrastruktur. 

Dengan fokus pada proses penyelesaian yang adil dan 

berkelanjutan, artikel ini menguraikan langkah-langkah praktis 

yang dapat diambil untuk mencapai kesepakatan yang dapat 

diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah 

proyek jalan tol. Ketika pemerintah ingin membangun jalan tol di 

atas tanah masyarakat, biasanya akan ada ganti rugi yang 

dibebankan kepada pemerintah untuk membayarkannya kepada 

pemilik tanah, namun dalam prakteknya sering terjadi sengketa 

tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol, salah 

satunya adalah keengganan pemilik tanah untuk membuatnya. 

tanah tersebut dibangun jalan tol atau pemilik tanah tidak 

menyetujui ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah 

kepadanya. Padahal dalam pengadaan tanah untuk jalan tol perlu 

memperhatikan tahapan yang jelas dan sesuai dengan aturan 

PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

DALAM PENGADAAN 

PROYEK JALAN TOL 
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Tanah merupakan hak dasar setiap orang yang keberadaannya 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.Dalam menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan 

tanah, maka harus dilakukan pendaftaran tanah.Pendaftaran tanah 

tersebut dilakukan di kantor pertanahan.Dalam pendaftaran tanah 

tersebut, maka terbitlah sertifikat yang menjadi bukti alas hak 

kepemilikan.Mengenai regulasi tentang pendaftaran tanah diatur di  

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.Tetapi di era 

sekarang banyak sekali kasus mengenai sertfikat tumpang tindih 

overlapping atau penerbitan 2 sertifikat.Dalam hal ini menimbulkan 

ketidakpastian kepemilikan hak alas tanah tersebut.Penelitian ini 

mengkaji pada permasalahan kasus alas hak ganda berupa 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Poncowarno, Kecamatan 

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah  yang telah dilakukan balik 

nama tanpa sepengtahuan pemilik alas hak asli. 

 

A. Pendahuluan 

Tumpang tindih sertifikat / Overlapping adalah sertifikat 

yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat 

yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau 

sebagiannya.Dalam  menjamin kepastian hukum kepemilikan  

hak alas tanah ( a quo) hanya bisa di terbitkan satu sertifikat 

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA 

OVERLAPPING PADA SERTIFIKAT HAK 

MILIK NOMOR :646 DESA PONCOWARNO 

LAMPUNG TENGAH (PENDEKATAN 

KASUS PADA PUTUSAN NOMOR : 24 

/G/2017/PTUN-BL) 
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Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional 

untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan 

tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa 

dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran 

bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA 

yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan 

perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia 

sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki 

alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini 

untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA 

di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA 

dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk 

bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan 

rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang 

berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya 

perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak 

terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan 

penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi 

WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui 

perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya 

praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum 

pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan 

penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah.  

KEPEMILIKAN TANAH BAGI 

WARGA NEGARA ASING 

DITINJAU DARI HUKUM 

TANAH INDONESIA 
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Pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Lampung Selatan dengan 

menggunakan instrumen hukum pidana. Kasus yang dijadikan 

studi kasus melibatkan lima orang tersangka yang terlibat dalam 

pemalsuan dokumen dan penjualan tanah ilegal di Desa 

Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari. Kasus ini menarik perhatian 

Polda Lampung, dan penanganannya mengungkap adanya praktik 

mafia tanah yang melibatkan pemalsuan surat kepemilikan tanah 

serta keterlibatan aparat desa dan kelurahan. Melalui penerapan 

instrumen hukum pidana, penelitian ini mengidentifikasi 

kelemahan formal dalam pendaftaran sertifikat tanah, sehingga 

mendorong Kanwil BPN Provinsi Lampung mencabut enam 

sertifikat yang diterbitkan secara ilegal. Studi kasus ini memberikan 

kontribusi penting terhadap pemahaman dan penanganan kasus 

mafia tanah di tingkat lokal, khususnya dalam konteks hukum 

pidana. 

Pemahaman kita tentang tantangan penegakan hukum dalam 

rangka pemberantasan mafia tanah. Dengan memahami kerangka 

hukum yang ada, penelitian ini berupaya mengembangkan solusi 

yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana 

dan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam penanganan kasus 

mafia tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum dan pihak 

terkait lainnya dalam menyusun strategi yang lebih kuat dan 

UPAYA PEMBERANTASAN 

MAFIA TANAH DI KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN DENGAN 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA 
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